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ABSTRAK 

 Anak mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan demi kesejahteraan anak 

tersebut. Anak pelaku tindak pidana merupakan anak yang diduga melakukan tindak 

kriminal. Satu diantara tindakan kriminal anak yang banyak terjadi yaitu Tindak Pidana 

Penipuan Online. Peraturan tindak pidana penipuan online dimuat secara khusus pada 

peraturan perundang-undangan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini difokuskan terhadap sanksi pidana 

tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh anak dan kedudukan restorative 

justice pada tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh anak dalam rangka 

perlindungan hukum terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis 

normatif. Jenis data yang dipakai pada penelitian berikut yakni data sekunder atau data 

yang didapatkan dari literatur (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi 

pidana tindak pidana penipuan online dimuat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 menganai Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedudukan 

restorative justice terhadap tindak pidana penipuan online  yang dilakukan oleh anak 

memiliki tujuan guna memberi perlindungan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan 

hukum, mereka yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan online bisa 

mempertanggungjawabkan perbuatan dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana 

yang terjamin pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

Kata Kunci : Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Penipuan 

Online. 

ABSTRACT 

 Children have the right to get protection for the welfare of the child. A child 

perpetrator of a crime is a child suspected of commiting a crime. One of the most common 

crimes against children is online fraud. The regulations for online fraud are specifically 

regulated in Article 28 Paragraph (1) in Conjunction with Article 45A of Law Number 
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bawah 7 (tujuh) tahun merupakan bukan pengulangan, karna perkara ini 

dilakukan oleh anak maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-

Undang yang bersifat khusus (Lex Specialis Derograt Lex Generale) yaitu 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipastikan tindak 

pidana penipuan online yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui 

proses diversi dengan pendekatan restorative justice. 
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